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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

N O M O R  H  T A H U N  2 0 0 0  

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan 
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pe­
merintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta 
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
64 j Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan 
Mengenai Desa maka perlu mengatur pembentukan 
Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan- dan 
Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai 
Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai 
Pembentukan Kelurahan.

I Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

: MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELU­
RAHAN:
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PERATURAN QAERAH_KABUPATEN KARANGANYAR 
; ,. · .. 
NOMOR ll . TAHUN 2 oqo 

TENTANG 

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELURAHAN 

Menimbang 

Mengingat 

! 

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR, 

· :· a. bahwa dala~ rangka meningk-atkan pemberdayaan dan 
meningkatkan perari seita masyarakat ,dalam pe~ 
meiintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta 
beidasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri · Nomor 
64i Tahun 1999 tentarig Pedoman Umum Pengaturan 
M~rigenai Desa maka perlu mengatur pe~bentukan 
Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan; · ! . . . 

b; bahwa untuk · maksud t~rsebut perlu diatur • dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

( . : 
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: li Undang-uhdang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

i 
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2. Undang-undang · Nomor 22, Tahun 1999 
Pemerintahan Daerah (Lembaran. Negara 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 

.Lembar~n Negara Republik Iridonesia Nomor 
I . . . . . . . 

tentang 
. Republ ik 

Tambahan 
3839); 

3. Ke~utusan Menteri Dali~ Negeri Nomor 63 Tahun 
1999. 'tentang Pettirijuk Pelaksanaan• dan 
Periyesuaian Peristilahan · dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. dan Kelurahan; 

4. Keputusan ·. Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
1999. tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai 

·Desa· ' . , 
i 

5. Ke~utusan · Meriteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 
19~9. tent•ng Pedoman Umu~ Pengaturan Mengenai 
Pembentukan Kelur~han. 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

Menetapkan 

· -MEMUTUSKAN 

: PERATURAN. 
PEMBENTUKAN 
RAHAN.: 

.; 

DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELU-



KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memi­

liki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal 
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam 
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabu­
paten Karanganyar ;

d. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai 
Perangkat Daerah;

e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat 
Desa;j

f. Badan! Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut 
BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas 
pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi 
mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
sertarmelakukan pengawasan terhadap penyelengga­
raan Pemerintahan Desa;

g. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten 
Karanganyar;

h. Rukun; Tetangga yang selanjutnya disingkat RT 
adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga 
setempat, untuk memelihara dan melestarikan 
ni laimi lai kehidupan yang berdasarkan kegotong- 
royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas peme­
rintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/ 
Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat 
dalam; pembangunan;

i. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah 
lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari bebera­
pa RT: dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT;

j. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selan­
jutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyara­
katan- yang dibentuk warga desa yang bersangkutan 
untuk; membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta 
menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam 
pembangunan;

k. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya 
disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan yang 
berbentuk organisasi wanita yang merupakan gera­
kan untuk meningkatkan pembinaan kesejahteraan 
keluarga;

l. Lembaga Persatuan Pemuda yang selanjutnya dising­
kat LPP adalah lembaga kemasyarakatan yang ber­
bentuk organisasi pemuda yang merupakan wadah 
berhimpun potensi pemuda dalam upaya pemberdayaan 
pemuda untuk mendukung pembangunan dan kemasya­
rakatan .

BAB IBAB I 
-

.KETENTUAN UMUM 

Pasal · 1 

Dal am ·Pe
1
raturan ))aerah ini yang dimaksud dengari : 

. ·J . . ··. . . ·. 
a._Daerah adalah·Kabupaten Karanganyar; 
b. Bupa t 1 ada· l"ah Bupa ti Kar anganyar; . 
c •.. Desa' 'adalah kesatuan masyarakat hukum yang .. 111emi-

l i k i , kewenangan un t uk menga t ur dan · '. mengurus 
kepentingan,masyarakat setempat berdasarkan· asal 
usul; dan adat lsttadat setempat yang diakui dilam 
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabu­
paterii Karanganyar; · 

d .. Kelurahari adalah . wilayah kerja. Lura.h ,seb'agai 
Perangkat Daer ah;· · ·.• · · 

· e. Pemerintah Desaadalah Kepala Desa dan ,P~rangkat 
Desa;l .• ···. ·.. . · ·. ·.· .· .· . . . 

· .f. Badan!Perwakilan Desa·yang selanjutnya. disebut 
BPD' ~dalah Badan Perwakilari yang terdiri ~tas 
pemuka.~peniuka masyarakat. di desa yang ·berfungsi 
mengayomi adat istiadat, membuat Peraturari. riesa, 
menampung: ·dan : menyalurkan · aspirasi . masyarakat 
sertalmelakukan pengawasan terhadap penyelengga- .. 
raan Pemerintahan Desa; ·· · .. ·. · ' · .. 

g. 'cama'tl 'adalah Kepala Kecamatan ,di :Kabupaten: 
Karanganyar; . ; · ·. ·· · · 

h .. Rukunj· ri:'etangga :yang selanjutnya disi~gkat · RT 
adalah lembaga \kemasyarakatan yang·· dibentuk warga 
setempat, · untuk meme lihara dan .. melestarikan ·• · 
nilai~nil~i-kehidupan yang berdasarka~ kegotong-

. royonga.n · <·dan kekeluargaan serta untuk . membantu . 
: meningkatkan~· kelancaran pelaksanaari tugasi peme-· 
rintahan~ p~mbangunan dan kemasyarakatan di Desa/ 
Kelurahan; meningkatkan peran' serta masyarakat 
dalamLpembangunan; · · · .. ·' · .· •...... · 

•i, Rukun:wargayang selanjutnya disingkat RW adalah 
lembaga kemasyarakatan. yang dibentuk dati .. bebe.ra.;,. 
pa RT, dalam rangka mengkoordinasikan kegia'tari RT; 

j ~ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yani/'.selan- · 
jutnya disingkat LPMD adalati lembaga ;·kemasyara-
katani :vang dibentuk warga desa yang be:rsangkutan 
untuk! membantu Pemerintah Desa / Kelurahan: dalam .. · 
perencanaan, dan ·pelaksanaan· pembangunan serta 
menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam 
pembangunan ; . . .. · . . . . .. . ···• .· · .. · .. 

k. Pembinaan'Kesejahteraan Keluarga yang selanjufnya 
disingkat PKK adalah lembaga_kemasyarakatan yang 
be:rbentuk organisasi wanita yang merupakan,.,gera-._· 
kan untuk meningkatkan. pembinaan. kesejahteraan · 
ke hiarga; , . . . . . . , ... · . . . . . . . . < . . 

1. Lembaia Persatuan Pemuda· yang selanjutny~di~lnt.;.._ 
. kat LPP adafah lembaja:~emasjarakatan yarig ber-. 

· .. bentuk · organisas i . pemuda yang .· .merupakan . wadah · 
berhirnpun potensi pemuda-dalam·upaya pemoerdayaan 
pemuda untuk mendukung pembangunart dan kemasya- · 

. r~kat~ri~ . . . 
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LATAR BELAKANG DAN TUJUAN 

Pasal 2 . ■

Latar belakang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan 
adalah : ;

a. Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai
kegotong-royongan, menumbuhkembangkan peran serta 
masyarakat secara optimal guna membantu kelan­
caran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 
dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya 
guna dan berhasil guna. T

b. Untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkat­
kan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah 
untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
pembangunan, membantu kelancaran penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta 
menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan 
masyarakat.

■ BAB II

BAB III

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 

Pasal 4

(1) Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Desa / 
Kelurahan adalah :
a. Rukun Tetangga (RT).
b. Rukum Warga (RW).
c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
d. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
e. Lembaga Persatuan Pemuda (LPP).
f. Lembaga-lembaga lain sesuai kebutuhan.

(2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) Pasal ini di Desa ditetapkan 
dengan Peraturan Desa dan di Kelurahan ditetap­
kan dengan Keputusan Lurah setelah mendapat 
persetujuan Camat.

(3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan 
wajib melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan 
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Pasal ini.

(4) Mekanisme pembinaan dan pemberdayaan lembaga 
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (3) 
Pasal I ini akan diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati.

BAB II . 

. LATAR BELAKANG DAN·TUJlJAN 

Pasal 2 

Latar b~lakang pembentukan Lemb~ga Kemasyarakatan 
adalah : ·i 

, '·I 
• I . . . • 

a. Untuk ! memelihara dan melestarikan nilai:-nilai 
kegot6~g-royongan, menumbuhkembangkan perari serta 
masyarakat secara· optimal guna membantu . kelan-:' 
caran, penyelenggaraan pem~rjntahan, pembangunan 
dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya 
guna ~~n berhasil gun~.. ·. 

b. Untuk inembantu pemerintah dalam. rangka menfngkat­
kan pe~b~rdayaan masyarak~t·. 

Pasal 3' · 

Tujuan. p~mbe~tukan.Lemb~ga. Kemasyarakatan adalah 
.untuk. menirigkatkan: peran serta · masyarakat ·· .. dalam 
.pembangunan, · membantu kelancaran penyelenggaraan 
pemerintahan, ·pembangunan dan kemasyarakatan serta 
menciptaka.n kondisi dinamis untuk pemberdayaan 
masyarakat. : · 
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BAB . II I 

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 

Pasal 4 

(1) Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Desa. / 
·Keluraban adalah: 
a. Rukun Tetangga (RT) .. 
b. · Rukum Warga (RW). . . 
c. Lembaga Pemberdayaan. Masyarakat Desa. ( LPMD) ~ · 

.. d. Pernbinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) .. 

(2) 

{3) 

(4) 

e. Lembaga Persatuari Pemuda;(tPP)~ . . . ; 
f. Lembaga-lernbaga lain sesuai. kebutuhan. 

Pembe~tukan ·. lembaga kemasyarakatan · sebagaimana 
dimaksud _aya.t ( 1) · PasaL ini di Desa di tetapkan 
dengan Peraturan Desa dan di Kelurahan ditetap­
kan dengan Keputusan Luiah setelah mendapat 
perseiujuan Cama~. 

. t . 

! . . .. .· . ' ' . 
Pemerintah Da.erah dan Pemerintah Desa/Kelurahan 
wajib: melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan 
Lembaga Kemasyarakatan .. sebagaimana diinaksud 
ayat (1) Pasal ini. , , 

Mekanisme pembinaan dan. pemberdayaan lembaga 
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat, (3) 

· Pasal i ini akan diatur lebih lanjut dengan 
, Keputusan Bupati. , , I . ~ 

' 



Bagian Pertama 

Rukun Tetangga 

Pasal 5

(1) RT dibentuk dari penduduk Desa / Kelurahan 
setempat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) 
Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (enam 
puluh) Kepala Keluarga.

(2) Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat 
yang dihadiri oleh Kepala Desa / Kelurahan.

Pasal 6

Susunan pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, 
Bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutu­
han .

Pasal 7

(1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah 
warga RT setempat dengan syarat-syarat sebagai 
berikut :

a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang 
Undang Dasar 1945 ;

b. Dapat membaca dan menulis huruf latin;
c. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 

lima) tahun;
d. Telah bertempat tinggal tetap sekurang- 

kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terpu­
tus-putus di Desa / Kelurahan setempat;

e. Bukan Perangkat Desa / Kelurahan setempat.

(2) Yang ! dapat memi1 ih pengurus RT adalah warga RT 
setempat dengan ketentuan telah berstatus seba­
gai Kepala Keluarga.

(3) Apabila Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud 
ayat i (2) Pasal ini berhalangan, maka dapat 
diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga 
yang bersangkutan yang telah dewasa.

Bagian Kedua

’!- Rukun Warga

Pasal 8

(1) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 2 
(dua) RT.

(2) Pembentukan RW dilaksanakan oleh pengurus RT 
setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa / 
Kelurahan.

Pasal 9

Susunan pengurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, 
Bendahara dan beberapa seksi sesuai kebutuhan.

. ,(1:) 

.(2) 

'j 1· _· 
' , l 

· Bagian' Perts.ma 

Ruku.n Tetangga: 
·. •' .. 

Pasa.L · 5, 
. . ~, . .. -

RT,. d,Jb.e_nt'uk dari · penduduk Desa /' Kelu;ahan · . 
sete,m,pat · sekurang.:.kurangnya .·20 - · fdua ;; ' pu luh) 
Kepal~ Keluarg~ dan sebanyak-banyaknya 60 ( enam 
puluh\ KE!pala Keluarga~ . ' _ · -. · . 

I ..• ,-,,,· i , , ,. 

j 

Pemb~ritukari '. RT di lakukan 'oleh . warga < ;setempat 
· yang dihadiri oleh Kep·ala Desa: I Kelurahari;' 
, , . ' ., : ' ; -- ... , -. . ' - . _,. . .. . , , . 

' . ' 'i i .· ':. ~ ~ ' . ~ ' ._ :. . - . . >. ' . .· : 
Susunan pengurus RT< terdirL dar i Ketua, · Sekretaris, 
Bend~h~ti 'd~i h~b~iapa·~efsi sisuaJ;dengan kebutu-
han.. · · · 

·pasal 7_ · 

{lf Yang ! 'dti'pa.'t d ipi Li h menj adt' pengu':rus ;, RT ,. 
warga' -__ 'RT 'setempat dengan syarat-syarat'' 
berikuf : , : - - - - . . - " - --

i 
'·F 

a. Sitia dari taat kepada~Pancasila da~ Undang 
un:dang na·sar 1945 ;· , • :: . - __ 

b. Da'pat membaca da,n menu1is .huruf lat in;· 
c. Berumur sekurarig-kurangnya _· 25 ·. (dua puluh-

lfm8J .J~hun;. __ . · _- _- __ · , _- -_ . . ·. _ __ __ 
d, Te'Ian· ,. bertempa.f · tingga:l. ·-tetap · : sekurang:.. 

kurarignya-6 (enam)· bulan dengan tidat<terpu­
tus~putus di Desa:'/ Kelurahan setempat; 

e •. Bukar( Perangkat Desa / Kelura.han s·etemp·at •. 
. . ; . : '. . l ' : ~.'. -. •., .. , : . ; . . ' ,-: ) . ' ; ~ -: ; ; ': '- ,-. '; . -, ·; I :_ :: ; ''. -_; ·: ; I ! ·; _, • ; . • . 

. (2) 'Yanf):'.<lapat 'ritem! lih ,pengurus RT' .adalah warga. RT 
.. , ·, setempat dengari ketentuan telah berstatus seba-:- _ 

·gai ;Kep'a1ti' Keluatga •. -. . , 
,· -::· j ':', _: ·_--·: :;_ ,-, 

( 3) Apabi la' 'K~pala Ke hiarga sebagaimana: 'dimaksud 
ayatl (2) Pasal 101 berhalarigan, maka. dapat 
diwalcilkan:· kepada salah'satu _-- anggota keluarga 
:yanilbersangkutan yang telah ·dewasa. · 

. . :. ~ ~ ' '. ,_ ·_•. ; ' . ., . ·- : ' < _. : , -. :·· ! ' ·-. '. ·. , ' ' • 

>-i \ i. 

1 
I ,. i ! '<, 

·, 

-__ ' Bagi an Kedua, 
.; • . • -<_., 

,_ I 

; i 

I Rukun Warga 

,· ( 1) Setiip · RW:'' lerdirf' -dari· Sek~rang-kura~gnya' . 2 
' fdua.)' RT.'_· : 

. . , I . 
I . 

'(2LPemb~'ntukan 'R-w ,dilaksanakan' oleh · pengurus> RT 
'set·en1pat . yang · dihadiri'. o leh Kepala • Des a 1 :, ·/ . 

_· KEfl uI'ah:ail:. , '. . ~~ ~-· ': 
·.:: 1,: i;{; 

l - , . . 
. f ;_ 
[. ·,.-Pasal. 9: 
I· 

Susunan~.t,engurus RW terdiri dari Ketua, Sekretaris, 
Bendahara danbeberapa. seksi sesuai kebutuhan. 

I -
l . 
J 
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Pasal 10

(1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW adalah 
warga RW setempat dengan persyaratan sebagaimana 
tersebut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

(2) Pengurus RW dipilih oleh pengurus RT.

(3) Pengurus seksi-seksi RW tidak boleh diambil dari 
pengurus seksi-seksi RT.

(4) Ketua RT yang terpilih menjadi Ketua RW, maka 
yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya 
sebagai Ketua RT.

(1) LPMD

Bagian Ketiga

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Pasal 11

dibentuk di tingkat Desa / Kelurahan.

(2) Pembentukan LPMD di Desa dilaksanakan oleh 
Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

(3) Pembentukan LPMD di Kelurahan dilaksanakan oleh 
Lurah setelah mendapatkan persetujuan Camat.

Pasal 12

Susunan pengurus LPMD terdiri dari :

a. 1 (satu) orang Ketua.
b. 2 (dua) orang Wakil Ketua.
c. 1 (satu) orang Sekretaris.
d. 1 (satu) orang Bendahara.
e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 13

(lj Yang dapat dipi1 ih menjadi pengurus LPMD adalah
penduduk Desa / Kelurahan setempat dengan per­
syaratan sebagai berikut :

a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang 
Undang Dasar 1945;

b. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau 
sederajad atau berpengalaman di bidang 
kemasyarakatan;

c. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 
1ima) tahun;

d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan 

berwibawa;
f. Telah bertempat tinggal tetap sekurang- 

kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terpu­
tus-putus di Desa / Kelurahan setempat;

g. Bersedia dipilih menjadi pengurus LPMD;
h. Bukan Perangkat Desa / Kelurahan setempat.

(2) Pengurus LPMD dipi1 ih oleh pengurus RT, pengurus
RW dan Kepala Dusun/Lingkungan,

, 

( 1 ) 

Pasal · to 

Yang~ '.dapat dipi 1 Hi inenjadi pengurus · 
wa:rga' RW. s~tempat "dengan· persyaratan sebagaimana. 
te~rebut Pasal· 7 ayat,(1) Peraturan Daerah ini. 

,,_, I 

(2) Pengurus RW-dipilih oleh pengurus RT. 
' -

· .. ·· > l .... 
(3) Pengurus 

_J)engurus 
~eksi..:.seksf RW tidak ·.boleh: diambi I dari 
seks f-seksi ;_RT>' 

(4) 
. ' 

' ~ : ' ~ ' • I ; - • - ' "'s '• •. ' •• -. ,' 

Ketua - RT- yang -terpilih.,inenjadi · Ketua · RW ·. maka 
' . ' 

yang bersangkutan-harus·melepaslcan kedudukannya 
seb,.gai Ketua_ RT.. . . -

Bagian Ketiga 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Desa -

'Pasal 11 

'(l): LPMI).dibentuk di tingkat Desa / Kelurahan. 

( 2). Pe~b:entukan · LPMD · di Desa · di laksanaka.n< - oleli 
. Kep'a)~ _Desa _setelah mendapatkan persetujuan BPD-. 

. • .. I ·- : -~: : . ·. .· . . . . -. . . . . ·. . . . . - ·- , -- . - . : .. -. . . 
. (3) Pembentukan-LPMD dLKelurahan dilaksanakan oleh 

Lura~ setelah mendapatkan persetujuan Camat., 
·\ 

· ... \ . Pasa·l ,12 
·! 

· Susunan<pengurus LPMD terdiri dari: 

a. 1 -(satu) orang:Ketua • 
.. b. 2 (du.a) orang_Wakil Ketua. :, 
c. 1 (satu}·orang Sekretaris. 
d~ 1 - (satu) orang _Bendahara-••. • ,.· 
e. Seksi+seksi sesuai kebutuhan. 

. . • I 

·. <• \.' _. Pasal- 13 

(1) Y~ng\da.pat dipilih.menjadi_·p~ngurus LJl~m 'adalah'•' 
penduduk- Desa·/ Kelurahan setempat denian per­
syaratan sebagai berikut : 

i ' ... ,a. S~tia dan taat kepad~· Pancasi la dan ,' Undang '. 
Undang. Dasar 1945; .- .. - . •· , . ·, .·· 

····· _b.· Berpendidikan serendah::-rendahnya SLTP. atau 
sederajad a.tau berpengalaman di _bidang 
k~masyarakatan;. · 

c~ Be'rumur•' sekurang..:.kurangnya _ 25. (dua· · ·puluh 
li'ma) tahun; · 

d. Sehat jasmani. dan rohani; 
. e. Be1rkelakuan' baik,' jujur, adil' . cerdas' ·:.,dan 

be'rwiba.wa; . .,•r • 

. ·f. Te1la.h : bertempat tinggal •· tetap :sekurang- .••. · 
k'u'.rangnya _·6 ( enam) bu 1 an dengan t idak · .terpu- ;,,. 
tu~~putus di·Desa/ Keltirahan·s~temPat; · · 

g. Be~~edia dipilih menj~di pengurus LPMD;' 
h. Bukan Perangkat Desa / KelU:rahan setempat. ·. . : I· ._•·._ . . _•. . , . . _._--.. . --. -_.. . . . . . . . 

(2).Pengurus LPMD dipilih oleh pengurus RT, pengurus 
RW dah Kepala Dusun/Lingkungan. i .·· •·. •. . ,. 



j Bagian Keempat

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

Pasal 14

(1) PKK Desa dibentuk oleh Kepala Desa setelah 
mendapatkan persetujuan BPD.

(2) PKK Kelurahan dibentuk oleh Lurah setelah menda­
patkan persetujuan Camat.

(3) Susunan Pengurus PKK Desa / Kelurahan terdiri 
dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara 
dan Pokja-pokja sesuai kebutuhan.

(4) Pembentukan PKK Desa sebagaimana dimaksud 
ayat: (1) Pasal ini dilengkapi dengan susunan 
kepengurusan PKK Dusun, RW dan RT.

(5) Pembentukan PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud 
ayat (2) Pasal ini dilengkapi dengan susunan 
kepengurusan PKK Lingkungan, RW dan RT.

(6) Pengurus PKK disusun atas dasar pemilihan dengan 
ketentuan sebagai berikut :

a. Pengurus PKK RT dipilih dari dan oleh 
anggota;

b. Pengurus PKK RW dipilih oleh pengurus PKK RT;
c. Pengurus PKK Dusun /Lingkungan dipilih oleh 

pengurus PKK RW;
d. Pengurus PKK Desa / Kelurahan dipilih oleh 

pengurus PKK Dusun /Lingkungan.

Bagian Kelima

Lembaga Persatuan Pemuda

Pasal 15

(1) LPP Desa dibentuk oleh Kepala Desa setelah
mendapatkan persetujuan BPD.

(2) LPP Kelurahan dibentuk oleh Lurah setelah menda­
patkan persetujuan Camat.

(3) Susunan Pengurus LPP Desa / Kelurahan terdiri 
dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara 
dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

(4) Pembentukan LPP Desa sebagaimana dimaksud
ayat ;(1) Pasal ini dilengkapi dengan susunan
kepengurusan LPP Dusun/RW.

(5) Pembentukan LPP Kelurahan sebagaimana dimaksud
ayat (2) Pasal ini dilengkapi dengan susunan
kepengurusan LPP Lingkungan/RW.

(6) Pengurus LPP disusun atas dasar pemilihan dengan 
ketentuan sebagai berikut :

a. Pengurus LPP Dusun /Lingkungan / RW dipilih 
dari dan oleh anggota;

d. Pengurus LPP Desa / Kelurahan dipilih oleh 
pengurus LPP Dusun / Lingkungan /RW.

i 
. ',\I 

.Bagian Keempat 

Pembinaa.n Ke·se}ahtei:aan 

,Pasal _14 .. · 
- ; ~ . ..,, . 

(1)'PKK: \·Desa dibentuk oleh Kepala Desa · setelah 
mendapatkan persetujuan BPD. ·· 
, T ··.. . . ···• .. ·. •··. , . . . . 

(2) PKKKelurahan dibentukoleh:Lurah·setelah•menda­
patkan persetujuari CamaC .. · ... · .... -

, ' i' ; ' , ·.· ,,. . . . . . . . . ~ 

', \'' "· . ' .. ·, ' - .: 

·. ( 3) · susuQan Pengurus PKK Des a./ ·· Kelurahan .. · terdir i· 
· daril Ketua; Waki 1 Kefua, ·sekretaris; Bendahara 
.dan'P,okja-pokja sesuai kebutuhan • 
. , : . l' - ·... :.: .... - ·. - . 

( 4) Pembentukan ·· PKK .Desa .. sebagaimana dimalcsud 
. _,aya~ I ( 1J ·:Pa:sal. ini dilen'gkapL :dengan .·. susunan 

keperigurusari PKK .Dustin, RW dan. RT~ . · 
- I .. : • ' , .- • • . • . .. . . 

'(s)· Pernbdritukan .' PKK 
ayat L {2)_ Pasal 

· kepen
1
gurusan : PKK 

.. ,. ' .: ; ) ·, --. '.. ~ 

Kelurahan sebagaimana dimafsud -
'ini dilengkapi dengan' susunan 
:Lirigkungan, . RW ·dan RT ••. · .· 

.. ! I - . . .· . . . . - .• 
(6)- Pengu'rus PKK disusun .atas dasar pemi l ihan derigan 

:keten~uan sebagai berikiit :· . 
! - . - . 

a •. Pengurus PKK RT dipilih dari dar,~· oleh· 
ahggota; ' 1 

· _ · ·.· _ ·· .. 

· b. Pengifrus· PKK RW .dipil ih oleh p~ngurus PKK RT; 
c. Pehgutus, PKK Dusun / I.ingktingan dipi lih oleh. 

·pengur·us .PKK· RW; 
d. Pengurus PKK Desa / Kelurahan•. dipiJih .oleh: 

.. : pengurus PKK Du sun·, I Li ngktmgan. 
,·. , l • ·, ·-· .. 

• Bagi an Kel ima . 

. . Lembaga Persatuan Pemuda · 

Pasal ts· .. ·••· 

( 1) LPP 'nesa . dibentuk olt.!h . Kepa(a Desa 
• mendapatkan .· persetujuan BPD,. . 

(2) LPP K~luralian dibentukoreh·Lur~h setels.h, menda-. 
patka.rL pe"rsetujuan .Camat. : ·: 

. j : . . . '.. . .. . 

· (3) susun~~·· Pengurus LPP Desa / 'Kelura.han, terdiri 
dari 1Kettia~'Waki1 Ketua, Sekretaris, ·.Bendahara 
da.n S~k~i-seksi se~uai kebutuhan • 

. Pemb~~t:kan LPP Desa -. · .. sebag~imana .. dimaksud 
.susunan .. ayat '.( 1) · Pasal ini di lengka.pi . derigan · 

kepeng:urusan LPP. Dusun/RW. 
, l 

' csr Pemb·e'n:tukan>_ LPP Kelu:rahan sehagaimana dimaksud 
ayat , :(2) Pasal · i.ni 'di lengkapi .· dengan · sustinan 
kepengurusan LPP .• Lingkungan/R~. 

'•·i . . 

Pengur~s L,PP disusun a·{as dasar pemilihan dengan 
keteOtuan seba.gai berikut : · 

'. l ,. 
,, ,) 

a. Pengurus 
dari,dan 

d. Pengurus 
· pengurus. 

: l ' .. i 

r 
y l. 
' 1 

LPP ·nusun I Lingkungan:/ RW diPilih 
oleh anggota; · . .. . .- ... ·· -

LPP Desa / Kefurahan ·. dipilih. oleh 
LPP Dusun / Lingkungan·/ RW. 



KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

. ' -:;L / Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 
Peraturan Daerah ini merupakan mitra Pemerintah 
Desa /Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksa­
naan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada 
masyarakat. ’

Pasal 17

(1) RT sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a
Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

a. Melaksanakan peningkatan gotong royong dan 
kerukunan warga;

b. Melaksanakan peningkatan peran serta masyara­
kat; dalam pemerintahan, pembangunan dan 
pembinaan kemasyarakatan;

c. Membantu terciptanya; ketenteraman dan ; keter­
tiban dalam rangka menunjang stabilitas

-■'nasional;.;''''/
d. Menjembatani hubungan antar sesama anggota 

masyarakat, dan antara anggota masyarakat 
dengan Pemerintah Desa / Kelurahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini RT mempunyai fungsi :

a. Pembinaan nilai-nilai gotong royong, keke­
luargaan dan kerukunan;

b. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat 
dalam pembangunan;

c. Melakukan koordinasi dalam rangka menciptakan 
ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.

BAB IV

Pasal 18

(1) RW sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b 
Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengkoor- 
dinasikah tugas dan fungsi RT di RW yang
. bersangkutan. ■■ . —

(2) Untuk |melaksanakantugas sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Pasal ini RW mempunyai fungsi koordina­
si pelaksanaan tugas dan fungsi RT di RW yang 
bersangkutan.

Pasal 19

(1) LPMD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) 
huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

a. Membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;■ ■■■

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
pembangunan;

c. Melaksanakan peningkatan pemberdayaan
masyarakat.

~·· ~ 

~ '\ .. ~· .. , 

.BAB IV 

KEDUDUKAN; TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal .16 

Lembaga Kemasyarakatan ~ehagai~ana dimaksud:Pasal :4 
Peraturari 1. Daer~h ini merupakan mi tra Pemerintah 
Desa · / K~lutahan dalam aspek perencanaan, pelaksa­

. naan dan :Pengendalian pembangunan · yang bertumpu pada 
masyarakat. · · 

. I 
';\ \ 

··Pas al· : 17 

{1) RT:sel>againia.na·dimaksiid Pasal 4 ayat (1) huruf a 
P~raturan Daerah ini mempunyai tugas : l,j :,,,: :•. , 

, •.,·:•1' ' 

a. Mel~ksan~kan :peningkatan gotong royong dan 
. kerukunan' Warga;· • ' • · · •· ·. ·. . ..... 

b; Mel~ksanakan peningkatan perari serta· masyara-
kat; dalam pemerintahan, pembangunan dan 
pembinaan kemasyarakatan; ·· · 

c. Membaritu terciptanya: ketenteraman dan: keter-
. t ibari ' dalam rangka menunjang stabil i tas. 
nas'iorial; 

d ~ MenJembatani hubungan • an tar· , sesama ·. ·· anggc,ta. 
masjar~kat, · dan antara anggota masyarakat 
dengan· Pemerintah'Desa / Kelurahan. •;:: . 

'''. 'f :· ;'. 

· (2) Untuk ;nielaksanakan tugas. : sebagaimana diinaksud ·· 
ayat (~X Pa's al. inf RT mempunyai- fungs i :: . . , 

a~· Pemi:inaan •n'i lai.:..nf lai g~·tong royong, ,. keke­
.lua:rgaan• dan kerukunan; 

b~ Menrimbuhkembangkan• peran ~erta :, masyarakat• 
· da lam· pembangunan; 

c. Mela.kukan koordina·si dalam 'rangka .menciptakan 
ketenteraman ·da'n ketertiban di masyarakat. 

• Pasal 18 · 
I' • 

( 1) RW sebagai111ana. dimakstid Pasal 4 ayat 0) hur1.1f, b 
Peratu':ran · Daerah ini mempunyai' tugas mengkoor- · . 
. dina.sikail .· tugas dan · fungsi RT '"di . RW, 1. yang 
bersangkutan'. 

( 2) Ui1tuk:: !m~ {~~Sanakan tugas · sebagaimana 
ayat ( i r ·Pasal ini RW mempunyai fungsi 
Si peTaksanaan·tugas dan fungsi RT di 
bersangkutan; 

dimaksud' 
koordina-' 
· RW ·• Yang 

(1) 

! 
1 

·Pasal·19 

dimaksud Pasal ' 4 • ayat: · ( 1) 
· Daerah ini · mempunyai, tugas : , 

a~ 'Membaritu '· Pemerintah Des a / 
· · perencanaan dan pe laksanaan 

b~ M~riirigkatkan · peran serta 

Kelurahan~;dalam 
·pembangunan; 
masyarakat dalam 

' . . pembangunan; 
c. , Me 1 aks anakan 

masyarakat. 
peningkatan pemberdayaan 

l 



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini LPMD mempunyai fungsi :

a. Menampung aspirasi masyarakat dalam rangka 
membantu Pemerintah Desa /Kelurahan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka 
meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
pembangunan;

c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pember­
dayaan masyarakat .

Pasal 20

PKK sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d 
Peraturan Daerah ini tugas dan fungsinya berpedoman 
pada program PKK Nasional.

: Pasal 21

(1) LPP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1)
huruf e Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

a. Meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda;
b. Membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan dan kemasyarakatan; v

c. Membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam 
bidang ketenteraman dan keamanan.

(2) Untuk! melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini LPP mempunyai fungsi :

a. Pelopor pembangunan dan pembaharuan di Desa / 
.Kelurahan;''.,.;, ..

b. Pembinaan persatuan dan kesatuan pemuda.

Pasal 22

Tata kerja lembaga kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN 

■ ■ Pasal 23

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4
ayat (1) Peraturan Daerah ini berwenang :

a. Menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b . Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan

dengan: upaya pemberdayaan masyarakat sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Melakukah kegiatan-kegiatan dalam rangka mening­
katkan’ peran serta masyarakat dalam pembangunan.

., 

(2) Untuk melaksanakan tugas: sebagaimana dimaksud 
aya t i ( 1 } i Pas a I in i LPMD menipunyal fungs i : _ 

I 

a~ Menampung · aspirasi masyarakat. dalam . rangka 
membantu · Pemerintah Desa / .· Kelurahan dalam: 
p~renc~naan dan pelaksanaan pembangunan; 

b. M~l~ksanakan. koordinasi dalam .· · rangka 
men1ngkatkan peran serta masyarakat. dalam 
p~mbangunan; • . • . 

c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pember-
d~yaan masyarakat~ . •. ·_ 

,. ' T, 
I •• ,. 

• 
1 

- Pas a 1 20 . 

PKK seba'gaimana dimaksud Pasal. 4 ayat ( 1} huruf . d 
P~raturan Daerah ini tugas dan fungsinya berpedoman 
pada prog•ram PKK Nasional. · 

I 

I 
; t 

' Pasal 21. 

·(1) LPP.: sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) 
hurufi e Peraturan Daerah ini mempunyai tugas : · 

a. Me11ingkatkan persatuan dan. kesatuan peinuda;, · 
b. Membantu. Pemer int ah Des a / . Ke l urahan , dalam 

penye l enggar aan · peme r int aha.n , · . pe la.ks anaan ·. 
pembangunan dan kemasyarakatari; , . . 

c. Me~baritu _Pemerintah Desa / kelurahin, dalam 
bidang keteriteraman dan keamarian. 

' . 
I 

' I \. _: .. • •• •· ,, •. • 

(2) Untuk! melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Pasal_ ini LPP mempunyai fungsi : 

a~ Pelopor pembangunan dan pembaharuan di Desa. / 
.Kelurahan; . . 

b. Pembina.an persatuan dan kesatuan pemuda. 

Pasal · 22 
. j · .. I . •. . 

Tata' ker ja lembaga · .· kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud : Pas al . 4 · · ayat { 1) · Peraturan Daer ah ini 
diatur le~ih lanjut·dengan Keputusan Bupati. 

BAB V 

.. WEWENANG,. HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal .23 

Lembaga Kemasyarakatan sebag~ima~a dimaksud.~isal · 4 
· ayat (1) Perat,uran .Daerah ini. berwenang :. 

; i .'-, . ', : . ' . ,_, . •. ·_. - . 
a. Meny~r~p ~an m~nyalurkan aspirisi_masyarakat; .. 
b. Melakulcan .kegiatari-kegiatan yang berhubungan 

dengan' upiya pemberdayaan · masyarakat sesuai 
peratu~an perundang~undangan y~ng berlaku; .. ·· 

c. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mening~ 
katkanjperan serta masyarakat dalam·pembangunan~. 

i 

I 
I 
I 

. i 
. ' 

i 
I 



a. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
Pemerintah Desa / Kelurahan mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;

b. Membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam 
iklim yang sejuk, aman dan damai.

Pasal 25

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 
ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai kewajiban :

a. Membina kerukunan hidup dan kegotong-royongan 
warga.;":,'.

b. Melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
c. Melaporkan hal-hal yang terjadi di masyarakat 

yang dianggap perlu kepada Kepala Desa / Lurah 
untuk mendapatkan penyelesaian;

d. Ikut serta meningkatkan kesejahteraan warga;
e. Membantu merencanakan dan melaksanakan pem­

bangunan di Desa / Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 26

Masa bhakti Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana 
dimasud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini 
selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 4
ayat (t) Peraturan Daerah ini mempunyai hak ;

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN 

• ■ ■ 1 Pasal . . 27...

Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan­
nya Peraturan Daerah ini lembaga kemasyarakatan yang 
telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah
ini'..,. i

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka keten­
tuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini 
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Bupati.

.. 

Pas.al 24 . 

Lembaga:KemasyflrRkatan sebagaimana dimaksud Pasal 
ayat (1) \Peraturan Daerah .irii mempriny~i ha.k: · 

• ·, I ; , , •, " ' ' • ', , , 

4 

, l . . . •. .· . 
a. Menyampaikari ;saran. dan: pertimbangan , kepada 

_Pemer:i,ntah pesa / .Kelurahan. mengenai hal-hal· yang· 
.. berhu~unga~.dengan kelan,c:aran .tugas pemerintahan, 

•·· pe l ak~anaan pembangunan dan kemasyarakatan; 
b •. Membantu terciptanya keh'idupan yang .dinamis dalam · 

. iklim. (yang sejuk, aman dan damai •. 
'. ,, .. . -

:E>asal 25 . I .... · ; ." ! :::,;, : .· . . . . . . .·. . .. 
Lembaga Kemasyarakatan sebag·aimana dimaksud Pasal 4 
ayat ( t)j>eraturan Daer ah , in i :mempunyai kewaji ban : ·:. \ r, . , ·: . . .- . -. . ·. . : . . . . . -~- - . _: -

.. a. Membin~ . kerukunan hidu~ ,da~ kegotoni~rojongan · . , ,_ ' ·. ". · ... ' . 
. ·• wa.rga;1.· ..... ,. .. ·· .. ·. , .. . ._.. . 

b. •Me la.ksanaka.n· keputt.isari musyawa.rah' anggota; '' . 
c; ·Melaporkan hal~hal yang ,~erjadi di masyarakat 

. · yang .: di.anggap perlu kepada>Kepa,la Desa / LU:rah 
.. untuk mendapatkan periyelesaian;.. . . . . .. · 

d. Ikut serfa·meningkatkan kesejahteraan warga; 
e. Memban t'u · merencanakan dan me l aksanakan pem­

· :bangunan di Desa / Kelurahan. yang bersangkutan •. 

~ ; 
, I, 

,: 
Pasal 26 

I ·1 

' i 

.Masa: bhakti Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana 
dimasud 1.Pasal 4 .. ayat · ( 1) _I>eraturan. Daerah ini 
selama 5: ( lima) tahun ·terhitimg sejak di tetapkan • 

. BAB - YI. 
,,,. •' 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal .27 

·. Selambat~tambatnya 2. (dua). tahun. sejak diundangkan- · 
·. nya Peraturan Daerah ini lembaga kemasyarakatan yang· 
; tel ah ada .harus disesuaikan deng~n.P_erat,uran . Daerah 

ini .. I :, 

'.;-, 

BAB. VIl . 

KETEN_TUAN PENUTUP 

l Pasal '28 : ·· 
i-' ~ 

Dengan ·· b'e1rlakunya .Perat_uran Daerah. ini maka· keten­
tuan. yang! bertentangan dengan. Peraturan Dae rah in i · 
~iniatakan\tidak berlaku lagi. ; 

. · \•· ,, Pa.sa.f, 29 ! ,, . . . . . 
Ha.l;...hal.yahg<belum diatur dalam Peraturan Dae:rah ini 
sepanjang·merigenai pelaksanaannya aka.n diatur lebih 
lanjut dengan.Keputusan Bupati. 

,j 
; · 

;;,,J, 

', I 
I 
\ 

·I 
! 



pada tanggalPeraturan Daerah 
diundangkan.

ini mulai berlaku

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar 
pada _tanggai 7 Maret 2000

DAERAH I

Ditetapkan di Karanganyar 
„pada-s-tanggal 7 Maret 2000

$  /<BUPATl ŷK. ARANG ANYAR,
"  «rm :/(\\ "

I ' - M

x :

V /  ,
^SOEDARMADJI , S.H

■ '^ . V  o  A

JAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN 2000 NOMOR 26 SERI D.26.

. . 

! I 

j Pasal 30 
1 
I 

Perattiian Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangka.n. 

, l 
\ 

Agar s~tiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daera.h ini dengan 
penemp~tannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanga1nyar. 

\ 

j 
I 

AH KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHON 2000 . NOMOR 26 SERI D. 2§. 



S . ' .
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

i NOMOR 11 TAHUN 2000

P E N J E L A S A N  •

i

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM ;

Dalam rangkai meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pemerintahan,, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyara­
katan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan 
kekeluargaan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka di 
Dasa / Kelurahan perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan»

Lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk antara lain 
Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Persatuan Pemuda 
dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah 
Desa / Kelurahan dap 'masyarakatnya’. 1

Berdasarkan Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, 
pengaturan lebih lanjut mengenal lembaga kemasyarakatan di 
Desa / Kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah.

. . ' . • - i
II» PENJELASAN PASAL DEfjl PASAL

. Pasal 1 Cukup jelas»'
Pasal 2 ’» Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
■ Pasal 4 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Cukup jelas,
hiiruf c : Cukup jelas,
huruf d : Cukup jelas,
huruf e r Cukup jelas.
huruf f : Yang dimaksud lembaga sesuai kebu-
s tuhan antara lain lembaga pernber-
i dayaan kehidupan keagamaan,

ayat (2) : Cukup jelas, 
ayat (3) Cukup jelas, 
ayat (4) ; Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal S : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 ; Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 ; Cukup jelas»
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas. :
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 1 Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 ; Cukup jelas.

.. 
,, . 

.. L 

I PENJELASAN 
I 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR 11 TAHUN 2000 

TENTANG 

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELURAHAN 
i 
' t 
' I. PENJELASAN UMUM 

' 
Dalam rangkal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyara­
katan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan 
kekeluargaan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka di 
Desa / Kelurahan perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan. 

Lembaga r<ema'syar·ah:atan yang dapat dibentul--< antar-a lain 
Rukun Tctangga, Ryl,,un ~-Jai-ga, ·_ Lernbaga Pembe1-dayaan Masya1-ar\at 
Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Persatuan Pemuda 
dan lembaga 1,\ernas~/a1-al<.atan 1.ai nnya yang dibutuhl-<r::u1 Pernet~i ntah 
Desa / Kelurahan da~ masyarakatnya~ 
' \ 

Berdasarkan Pisal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
64 ti1hun 1999 tent:ang Pedoman Urnurn Penga.turan Mengenai Desa, 
pengaturan lebih lanjut mengenai 1.embaga kemasyarakatan · di 
Desa / Kelurahan di~tur dal.am Peraturan Daerah. 

' 
II c, ENJELASAN PASAL DEMI PASAL " \ 

Pasal 1 
Pasal 2 
Pasal 3 
Pasal 4 

Pasal 5 
Pc1~~al 6 
Pasal 7 
Pasal 8 
Pasal 9 
Pasti.l 10 
Pasal 11 
Pasal 1 '"> .,_ 
Pasal 13 
Pasal 14 
Pasal 15 
Pasal 16 
Pasal 17 
Pasal 18 
Pasal 19 
Pasal 20 
Pasal 21 

i 
Cu~:up j()lil~$., 

Cul-rnp jelas. 
. Cul,;:;up jelas. " 
ayat (l) hd1~uf 

hdruf 
htkuf 
hdruf 
huruf 
hL.1 ruf 

a 
b 
C 

d 
e 
f 

: 

" -. . 

Cul·wp jelas. 
Cu~wp jelas. 
Cul,up jelas. 
Cukup jelas. 
Cukup jrJlas. 
Yang dimaksud lembaga sesuai 
tuhan antm~a lain lernbaga 
dayaan kehidupan keagamaan. 

ayat (2) : Cukup jelas. 
ayat (3) : Cukup jelas. 
ayat (4) : Cukup jelas. 
; Cukup jelas. 

Cukup j eli1s. 
Cul•:up jelb.s. 

• J I : Cul-mp J~:i .. as. 
• 11 : Cukup Je as. 

: Cukup jelbs. 

: 
: . 
N 

: 
N -
H -
: 
-. 

cut-mp jeli1s. 
Cuh:up 
Cu~~up 
Cul~up 
Cul,up 
Cul~up 
Cul•.;up 
cut-wp 
CUl'\UP 
Cukup 
cut-wp 

j elas. 
jelas. 
jelas. 
jelas. . ) 

Jela.s. 
jelas. 
. l I J e. as. 
. l , Je c\S. 
jelas. 
• 1· I J.6 .. 'CJ.::3 .. 

l 

f·.;ebu-· 
pernber~-



Pasal 22 Cukupi jalas
Pasal 23 : Cukup jelas» 
Pasal 24 : Cukup;jelas» 
Pasa1 25 » C u k up j elas. 
Pasal 26 : Cukup jelas. 
Pasal 27 : Cukup jelas. 
Pasal- 28 : Cukup jelas. 
Pasal 29 : Cukup 'jelas. 
Pasal 30 : Cukup jelas.

wsS\datal\pd2000-10

i ' 
l 
l 
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.;,;; . • / ,, 

I 
Pasa.l 22 . Cukup. je.L:1s. . 
Pasal 23 - Cukup jelas. 
Pa.sal 2,1 : Cukup je.las. 
Pa!sa1 25 Cukup je.las. 
Pasal 26 :: Cukup jelas. 
Past1I 27 :: Cukup JeJ.as" 
Pasal 28 = Cukup j:e 1 as" 

---:- Pasal 29 Cukup jelas. 
·Pa.sal 30 :: Cukup j~las. 

. I 
• I 

i 

l 
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